PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN BABAT

KANTOR DESA PLAOSAN
Jalan Raya Plaosan No. 19 Desa Plaosan 62271

PERATURAN DESA PLAOSAN KECAMATAN BABAT KABUPATEN LAMONGAN
' NOMOR: 21 TAHUN 2013

TENTANG

2 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLAOSAN
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PLAOSAN

Menimbang . bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten
: ' Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun
2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
4 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang periu
y menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plaosan Tahun
Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.

B Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

| (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

d Tambahan Lembarsn Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

et sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

% Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

, 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

iy Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

3 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

i Nomor 5234);

: 4. Peratyran Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan

. Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

i 5. Peraturan Pemerintsh Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

I Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah,
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Menetapkan

10.

11

12,

13.

14,

15.

18.

17.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang
Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang
Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2006 Nomor 11/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011
Nomor 16);

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun

Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011
Nomor 58);

Peraturan Desa Plaosan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DESA PLAOSAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA PLAOSAN TAHUN ANGGARAN 2012,

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plaosan Tahun Anggaran
2013 sejumlah Rp. 348.844.832.-.



Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut
dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Rp . 348.844.832 -
b. Belanja
1) Langsung Rp. 91.802.832,-
2) Tidak Langsung Rp. 216.530.000,-
c. Pembiayaan
1) Penerimaan Rp. 348.844.832 -
2) Pengeluaran Rp. 308.332.832,-
Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai t2knis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Plaosan
Pada tanggal : 29 Mei 2013

KEPALA DESA
PLAOSAN
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BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PLAOSAN KECAMATAN BABAT
KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLAOSAN KECAMATAN BABAT

NOMOR : 188/.99../413. 112013
TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA PLAOSAN TENTANG
s ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLAOSAN

TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLAOSAN

Menimbang . bahwa untuk mslaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamengan Nomor 33 Tahun
2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu
menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Plaosan tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plaosan Tahun Anggaran 2012
dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Plaosan ‘

Mengingat S £

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tamtshan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234),

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia 4587);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
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Peraturan Dasrah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006
Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang
Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
(Lembaran Daetah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
Peraturan Daerah Kabupatsn Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang
Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang
Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2008 Nomer 11/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor ~ Tahun 2011 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2012 (Lembaran Daersh Kabupaten Lamongan Tahun 2011
Nomor /),

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2012 (Lembaran Daereh Kabupaten Lamongan Tahun 2011
Nomor 16);

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011
Nomor 58);

Peraturan Desa Plaosan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa .

: Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Plaosan membahas

rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Plaosan tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLAOSAN TAHUN
ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Piaosan Tahun Anggaran 2012,

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan



3
sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  : Plaosan
Pada Tanggel : 29 Mei 2013

/ e -,

nggu/gﬁmuf YAV AWARATAN DESA PLAOSAN




BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PLAOSAN KECAMATAN BABAT
KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA PLAOSAN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLAOSAN KEC. BABAT
TAHUN ANGGARAN 2013
Nomor : 027/ .24. /413.1/2013

A}

Pada heri ini }Q% tanggal ¢, bulan ./... Tahun Dua Ribu Dua Belas,
bertempat di Balai Desa Plaosan Kec Babat. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa
................. perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
............... y Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Plaosan mengadakan rapat
membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan meperhatikan usul dan
saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Plaosan menyatakan menyetujui
rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plaosan Tahun
Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Plaosan Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan
selanjutnya

Badan Permusya Desa Blaosan

1.Kea  :AK Bahudn, SAg. (1. : ) W
2. Wakil Ketua : Puji Hartono (2. )
f ~
3. Sekretaris  : Djoko (3. ) %%
ERY, \ %
4. Anggota  : Sunaryo, S.Pd. (4.__C) )

5.Anggota  : Tunggal Joko B, S.Pd. (@& ) J
6.Anggota  :Imam Rosyadi, S.Pd. Cﬁf 6. )
Q. 4

7.Anggota  :Kusno

8.Anggota  :Ngatijo (8 )
9.Anggota  :Iwan Mandiyanto (9. \ ‘9‘ )

10.Anggota  : Nurma Yulianto

11.Anggota  : Bambang Suprayitno, SPd. (1l.=%—> __ ) / /




Lampiran Peraturan Desa Plaosan Kec. Babat

Kab. Lamongan
Nomor : 01 Tahun 2013
Tanggal 2 veerie snssoersense 2013 .
Tentang : Anggaren Pendapatan dan Belanja
Desa Placsan
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA PLAOSAN KECAMATAN BABAT
TAHUN ANGGARAN 2012
TAHUN TAHUN
KODE URAIAN SEBELUMNYA | BERJALAN KET.
REKENING (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5
L PENDAPATAN
1.1|Pendapatan Asli Desa $9.801.000 116.300.000
1.4.1 |Has!) Usaha Desa
1.1.1.1 Bumdes Alr Bersih
1.1.1.2 Hasil Usa rasi Desa
1.1.1.3 Hasil Usaha PKK
1.1.2 Hasil Pengelolaan Kekaysan Desa 48.960.000 $8.050.000|
1.1.2.1 Tanah Kas Desa 368.950.000 §8.080.000
1.1.2.1.1 Sewa Bengkok Kades _12.000.000 12.000.000
1.4.2.1.2 Sewa Bengkok Perangkat Desa 8.750.000 8.750.0004
1.1.2.1.3 Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS 4.500.000 4.000.000'
1.1.2.1.4 Sewa Tanah Desa lalinya 1.700.000 1.300.000
1.1.215 Sswa Tanah Kas Desa 10.000.000 60.000.000
1.1.2.2 Pasar Desa 12.000.000 12.000.000
1.1.2.3 Pasar Howan
1.1.2.4 |Penyabrangen Perahu mitik Desa
1.1.2.5 Sewa Bangunan milik Desa
1.1.26 Parkir Pasar Agrobis Semando 6.600.0001 6.500.000
1.4.27 |Lain-lain Kekayaan milik Desa 4.000.000
113 |Hasll Swadaya dan Pertisipasl 7.000.000,00 4.000.000,00
1.1.3.1 Swadaya penunjang ADD dan Bangun 4.000.000,00 4.000.000,00
1.1.3.2 Swadaya penunjang Jalan Poros, Jembatan dan Plengsengan
1.1.3.3 Swada Balal Desa
1.1.3.4 Swadaya darl Peserta Arisan 3.000.000
1.4 [Hasll
1141 Gotong royong dinfial dengan uang
1.1.8 Lain-lain Pendapatan Asll Desa yang) ssh 43.651.000 7.000.000 |Harus diatur dalam
1.1.51 Leges surat menyurat 3.343.000 2.000.000 |Peraturan Desa
1.1.5.2 Leges jusl bell Tanah _2.050.000 3.000.000
1.1.6.3 Leges NTCR 2.089.000 2.000.000
1154 [jin Keramalan 500.000
1.1.8.5 Sewa Handtraktor
1.1.5. Hasll infaq dan shodakch Ambulance Jenazah 35.669.000
1.2/Bagi Hasll Pajak : 2.604.832 2.694.832
1.2.1 Bagl Hasll Pajak Kabupaten
1.2.2.1 Bagl Hasll PBB 2.694.832 2.694.832 |Rumus = nilal baku
x 684,8x 10%
1.3|Bagl Hasll Retribusi :
1.3.1 Retribusi tempat wisata
1.3.2 Retribusi pasar desa




9 2 3 4 5
Baglan Dana Perimbangan Keuangan
14
Pusat dan Daorah 47.000.000 47.000.000
1.4.1 ADD 41.500.000 41.500.000
1.4.2 BANSUN 5.500.000 5.500.000
Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi,
15
Kabupatan/ota, dun e fafns 66.000.000 80.950.000
181 ' |Bantuan Keuangan Pemerintah Diisi apabila ada
1.5.1.1 PNPM MANDIRI Bantuan Dana dari
1.5.1.2 APSN
1.8.2 Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi Diisi apabila ada
1.5.2.1 Pombat_tgunan Pasar Desa (BKD) Bantuan Dana dani -
1.5.2.3 Pembangunan Kantor/Balal Desa (BKD) Propins| Jatim
153 Bantuan  Keuangan Pemeorintah §5.000.000 72.850.000
1.6.3.1 TPAPD Kades 9.000.000 10.800.000
1532 TPAPD Perangkat Desa 39.600.000 39.000.000
1.5.3.3 TPBPD 4.400.000 5.650.000
1.5.34 Bantuan ADD RT 4.000.000
1.5.3.5 Bantuan Puma Bhakti Kaur Umum 2.000.000
1.5.3.6 Bantuan Puma Bhakti Kades 5.000.000
1537 Asuransi Kepala Desa 1.000.000 1.000.000
1.5.3.8 Bantuan Program E-KTP 1.000.000
1539 Puma Bhakti BPD 5.500.000
1,54 Bantuan Keuangan Desa lalnnya : 500.000 8.000.000
1.5.4.1 Bantuan Pilkades 8.000.000
1.54.2 Bantuan Pembentukan BPD 500.000
7.6 Miban 100.000.000 | _
184 Hibah darl pemerintah Diis! apablla ada
1841 Bantuan dana GAPOKTAN 100.000.000 |Hibah dari Pemerintah
Pusat
1.8.1.2
Diisi apabita ada
16.2 Hibah darl ntah propins| P _
e Hibah dari Pemerintah
1821 Propinsi Jatim
1622
1.63 Hibah darl Kabuy ota
1.8.3.1 Pembangunan Jalan Poros, Jembatan, Plen an
1.6.4 Hibah dari badan/organisastiswasta
1.8.4.1 Kelompok Arisan
1.6.4.2 Bantuan Darl Investor Pasar robis Semando
1.84.3 Bantuan Dari Proyek NUSSP
165 Hibah darl kat pororar
1.8.5.1
1652 1,600.000 1.900.000
4.7|Sumba Pihak 4.500.000 1.600.000
124 darl Pomeka! L 400.000
Sumbangan Kelompok Tanl
,844.832
e e SATAN 208.495.832 348.844
(1,441,264 3 A S ST




1 2 3 4
2 BELANJA
2.1|Belanja La ,1,142.1.242.1.3) 88.802.832 91.802.832
244 norarium 16.789.832 14.789.832
2.1.1.1 Honorarium Petugas pemunggut PBB 2.694.832 2.694.832
2.1.1.2 Honorarium BPD 1.800.000 1.800.000
2113 Honorarium Pengurus RT/RW 2.680.000 2.680.000
325.000 325.000
1.900.000 1.800.000
§.300.000 5.300.000
1.000.000 -
Barang/Jass 73.103.000 77.003.000
Belanja Perjalanan Cinas 8.989,246 9.305.000
1. Perjafanan Dinas Kepala Desa 480.000 1.285.000
2.1.2 Perjalanan Dinas Perangkat Desa 1.760.000 1.760.000
2.4.21.3 Perjalanan Dinas LPM 1.500.000 1.500.000
212144 lanan Dinas Kader Gizi 859.623 880.000
2.1.2.1.5 IPJOKIPJAK 900.000 800.000
m.w_‘e_lamamm@mmn Tamu 1.469.623 3.000.000
21.22 IME Bahan/Material 66.133.754 67.698.000
2.1.2.2.1 Belanja ATK 3.351.000 3.351.000
2.1.2.2.2 Belanja Peralatan Kanter 675.000 675.000
2.1.2.23 Pemeltharaan Kantor/Balal Desa 1.800.000 1.850.000
21224 Pembayaran Rekening Listrik 1.200.000 1.800.000
2.1.2.2.5 Pembayaran Rekening Telpon 1.286.000 1.296.000
[2.1.2.28 Pembayaran Rekening Alr 300.000 420.000
2.1.22.7 Pemeltharaan Motor Dinas roda 2 (dus) 400.000
2.1.228 Belania Bahan / Material ADD 26.084.000 34.308.000
12.1.2.2.9 Belanja Bahan /material Bansun 7.000.000 7.000.000
2.1.2.2.10 Belania Pengajuan Proyek 350.000
2.1.2.2.11 Belanja Perbaikan Komputer 480.000 §00.000
2.1.2.2.12 Belanja Pembangunan Pasar Desa 4.125.754
2.1.2.2.13 __ |Biaya Pembuatan Garas| Mobil Jenazgh 17.251.000
2.1.2.2.14 Belanja Lampu PJU Desa 511.000 1.100.000
j2.1.2.2.15 Biaya PILKADES 15.000.000
24.3 |Betanja Modal
2.1.3.1 Modal Tanah
2.1.3.2 Balanja Modal gan latrik
2.1.3.3 Belanja Modal Komputer
2.1.34 |Betanja Modal Alat Fogging
2.1.3.5 Belanja Modal Pemotong rumput
2.1.36 ____(Belanja Modal Meuballalr
2.2/Belanja Tidak Langsung 128.850.000 |  216.573.000
(2.2.142.2.242.2.3+42.2.442.2.5)
2.2 lan 77.476.000 90.425.000
22.1.1 Belanja Pegawal/panghasilan Kades 22.000.000 __28.800.000
2.2.1.1.1 li-laatl Sewa Bengkok Kades 12.000.000 _12.000.000
2.2.1.1.2 TPAPD Kades 9.000.000 10.800.000
2.2.1.1.3 Asuransi Kepala Desa 1.000.000 1.000.000
|2.2.1 1.4 IPuma Bakti Kades 6.000.000
2.2.1.2 |Belanja Pegawapenghasiian tambahan 725.000 725.000
2.2.1.2.1 Yunjangan Kinerja Sekdos PNS 725.000 725.000
2.2.1.2.2 Hasil Sewa Bangkok Sekdes non PNS
2.2.1.23 TPAPD Sekdes non PNS




2.21 .31 Belanja Pegawai/penghasilan Pezmngkat Desa Lainnya 48.:;50.000 47‘.’750.000 ?
2.2.1.31 Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa Lainnya 8.750.000 8.750.000
2.21.3.2 TPAPD Perangkat Desa Lainnya 39.600.000 39.000.000
2.21.4 Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD 6.400.000 13.150.000
2.2.1.41 Honorarium BPD 2.000.000 2.000.000
22142 TPBPD 4.400.000 5.650.000
2.2.1.43 Puma Bakti BPD 5.500.000
222 Belanja Hibah 100.000.000 |Diisi apabila ada
2.2.21 v |Koperasi simpan pinjam GAPOKTAN 100.000.000 |Belanja Hibah
2.2.3 Belanja Bantuan Sosial 27.580.000 3.943.000
2.2.3.1 Kegiata PHBN/PHBI/HJL 200.000 400.000
2.23.2 Sanlugan untuk Bpk. Suyitno (mantan kades) 1.000.000
2233 Bantuan Keramik ke Kecamatan 1.050.000
2.2.3.4 Pembinaan Perangkat Desa 360.000 360.000
2.2.3.5 Beli Ambulance Jenazah 24.500.000
2.2.3.6 Pelatihan Lembaga 470.000 1.103.000
2.23.7 Kebersihan Sampah 530.000
2238 Pengambilan Mayat di Rowo Semando 1.350.000
2239 Insentif Petugas Kematian 200.000
2.24 Belanja Bantuan Keuangan 16.150.000 19.600.000
2241 Operasional Pemerintahan Desa 480.000 480.000
2.2.4.2 Operasional LPM 2.000.000 2.000.000
2243 Operasional PKK 3.000.000 3.000.000
2244 Operasionai Karang taruna 1.000.000 1.000.000
2.24.5 Operasional PJOK/PJAK 4.280.000 4.280.000
2246 Operasional Posyandu 500.000 500.000
2.24.7 Operasional RT/RW 4.000.000
2248 Operasional Kurir linmas 420.000 1.300.000
2.24.9 Operasional SPD 2.500.000 2.500.000
2.24.10 Operasional Pembuatan E-KTP 1.970.000 540.000
2.2.6 Belanja tak terduga 5.345.000 2.605.000
2251 Kunjungan |bu Bupati (Posyandu) 2.500.000
2.2.5.2 Pembentukan BPD 1.500.000
2253 PNPM 1.345.000 2.105.000
2254 Voging 500.000

JUMLAH BIAYA (2.1+2.2) 215.452.832 308.375.832

3.1|Penerimaan Pemblayaan 206.495.832 348.844.832

314 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) o, 700877

Tahun sebelumnya
3.1.2 Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
3.1.3 Penerimaan Pinjaman

3.2|Pengeluaran Pemblayaan

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 209.052.832 308.332.832
3.2.2 Penyertaan Modal Desa
323 Pembayaran Hutang

JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2) 71.700.377 112.212.377
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